LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT
PANGKALPINANG

SERI: B TAHUN 1996 . NOMOR: 12

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 7 T4HUN 1996
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKAL PINANG NOMOR 10 TAHUN 1989 TEN-
TANG PEMAKATAN TANAH YANG DIKUASAT FEMERINTAH KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan masya-
rakat akan tanah yang semekin meningkat,
sedangken areal tanah yang dikuasai Pe-
merintah Kotamadya Daerah - Tingkat II
Pangkal Pinang yang tersedia sangat ter—
batas, maka perlu ditertibkan pamakaian-
nya.

b. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada
butir a di atas, maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pi=-
nang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pemakai
an Tansh Yang Dikuasai Pemerintah Kota-
madya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang
perlu diadakan perubahan,

¢. bahwa perubshan tersebut di atas perlu
di atur dan ditetapken dengan Peraturan
Daerah.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok~Pokok Pemerintahan Di Daexrah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotap-
raja di Sumatera Selatan,

Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ten
tang Peraturan Umm Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor $ Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 13 Talun 1980 tentang
Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabu
paten Daerah Tingkat II Bangka.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor &4
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Dae-
rah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali
Peraturan Daerah,

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pi-
nang Nomor 01 Tahun 1993 tentang Peratur-
an Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat IT Pangkal Pinang.

Dengen persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotam
madya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IX
PANGKAL PINANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
- PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT
PANGKAL PINANG NOMOR 10 TAHUN 1989  TENTANG
PEMAKATAN TANAH YANG DIKUASAT PEMERINTAH

- KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT PANGKAL PINANG.

Pasal I
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Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I Pangkal Pi-
nang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pemakaian Tanah yang di
kuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pi-
nang, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepa
la Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor t 288/SK/IV/91
tanggal 22 April 1991 dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor :
1 Tabun 1991, Seri ¢ B, Tenggal 27 Mei 1991 dirubah pe-
bagai berikut :

BAB III.

Obyek, Subyek dan Tarif Retribusi Daerah. *

Pasal 9 huruf a sampai dengan j dirubah dan harus di baca
sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Pemakaian Tanah untuk pemagangan Saluran Telepon :

1. Saluran di atas tanah dengan menggunakan tiang
penyangga sepanjang jalan sebesar Rp. 30,00 { tiga
puluh rupiah ) setalun tiap satu meter maju.

2. Saluran dibawah tanah sepanjang Jjalan, sebesar REp,
60,00 ( enam puluh rupiah ) setahun setiap satu me-
ter maju.

%, Setiap silangan dari saluran, sebesar Rp. 5.000,00-
( lima ribu rupiah ) setahun.

4. Setiap Gardu bawah tansh (main hole) sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah) setahun setiap satu me-
ter kubik.

b. Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa~pipa saluran air

1. Saluran di atas atauw urut sepanjang jalan dan untuk
erut jembatan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 30,-
ftiga puluh rupiah) setahun setiap maju.

2, Saluran dibawah tanah sepanjang jalan, dikenakan
Retribusi sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) se-
tahun setiap meter persegi.

3. Saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan Ret-
ribusi sebesar Rp. 30,00 (tiga puluh rupiah) seta~
hun,

c. Pemskaian tanah untuk pemasgangan saluran listrik.



€.

f.

Ee

h,

1.

Je

86

1. Saluran di atas dan sepanjang jalan dikenakan retri-
busi sebesar Rp. 30,00 (tiga puluh rupiah) setahlmn
setiap meter maju.

2. Silangan di atas jalan, dekenakan retribusi sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) pertahun.

3+ Saluran dibawah jalan, dikenakan retribusi  sebesar
Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) setiap meter maju.

4. Silangan di bawah jalan, dikenakan retribusi sebesar
Rp. 7.500,00 (tujuh ridu lima ratus rupiah) pertahun

Pemaekaian tanah untuk pemasangan Papan Reklame dikena-
kan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupish) setahun setiap meter maju.

Pemakaian tanah untuk pemasangan kain reklame atau span
duk reklame dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (-
seribu rupiah) untuk setiap rentang spanduk atau kain
reklame,

Pemakaian tanah untuk pendirian warung, depot dan ba-
ngunan tidak permanen lainnya, dikenakan retribusi se-
besar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) setalhun setiap me-
ter persegi.

Pemakaian tanah untuk penimbunan bahan-bazhan keperluan
lain dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 ( sgeribu
lima ratus rupish) setiap meter persegi setahun.

Pemakaian tanah untuk jalan masuk kesuatu Perusahaan
atau Industri, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00
(seribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi perta-
hun,

Pemakaian tanah untuk tempat penjemuran dan Penimbunan
barang-barang keperluan lainnya dikenakan Retribusi
sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perta-
hun setiap meter persegi. ;

Pemakaian tanah untuk keperluan pertanian dikenakan ret
ribusi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) tiap meter
persegi pertahun,

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
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kan agar supaya @etiap orang dapat mengetahuinya, memerin-
tahken pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penampat-
annya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkal Pinang. ¢

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Pangkal Pinang.
27 Jundi_ 1996

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerahc / at .
Kotamadya Daerah Tingkat II ~°F Os

Pangkal Pinang, . g gofyan Rebuin,
Ketua,

Cap / dto,
Abdul Aziz Iubis,- DISAHKAN

Dengan Surat Kep. Gub. Kdh.Tk.1=-
Sumatera Selatan.

‘Tanggal ¢ 17 Maret 1997.

N o m o r: 143/SK/IV/1997
Sekretaris Wilayah/Deszsl,

Ub. Kepala Biro Hukur,

Cap / dto,

Bustam ftunawar, .-
Pembine Tk. L Hip ¢ 44000, ..7
DIUNDANGXAN

Dalam Iembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang.

Nomor : 12 Tahun 1997. Sexi : B.
Tanggal: 30 Agustus 1997.
Sekretaris Kotamadya,
Cap / dto,

Drs. Basri Intipe-
Pembina Utama Md Nip : 440005199.-




